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BAB III 
PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Gambaran Umum Kantor Wilayah Direktorat Jendereal Bea Cukai 
Jatim II. 
a. Sejarah Kantor Wilayah Direktorat Jendereal Bea Cukai Jatim II  
Disebut sebagai CUSTOMS  adalah sebuah istilah yang 
digunakan setelah masa penjajahan Belanda. Seiring dengan era 
globalisasi bea cukai kemudian menggunakan isitlah CUSTOMS, 
di mana pun di dunia ini adalah suatu organisasi yang 
keberadaanya amat essensial bagi suatu negara, demikian pula 
dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ( Instansi Kepabeanan ) 
adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari 
negara dalam melakukan tugas dan fungsinya.Bea dan Cukai 
(selanjutnya kita sebut Bea Cukai) merupakan institusi global yang 
hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan 
perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, 
kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang 
eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri.  
Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak 
zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti 
tertulis yang kuat. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat 
“lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah 
Bea Cukai mulai terlembagakan secara “nasional”. Pada masa 
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Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah douane untuk 
menyebut petugas Bea Cukai (istilah ini acap kali masih melekat 
sampai saat ini). Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda 
tersebut adalah De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en 
Accijnzen (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti “Dinas 
Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah 
memungut invoer-rechten (bea impor/masuk), uitvoer-rechten (bea 
ekspor/keluar), dan accijnzen (excise/ cukai).  
Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa 
Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari 
bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan 
Cukai di Indonesia. Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya 
Gouvernment Besluit Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang 
kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 
1934. Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-undang 
Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di 
Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea 
impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya 
mengurusi cukai saja. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia 
merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama 
Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, 
Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai 
Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Jika ditanya kapan 
43 
 
hari lahir Bea Cukai Indonesia, maka 1 Oktober 1946 dapat 
dipandang sebagai tanggal yang tepat. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1948, 
istilah Pejabatan Bea Cukai berubah menjadi nama menjadi 
Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan sampai tahun 1965. Setelah 
tahun 1965 hingga sekarang, namanya menjadi Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai (DJBC).20 
Perubahan – perubahan pada pola perdagangan 
internasional yang menggejala dewasa ini pada akhirnya akan 
memberikan peluang yang lebih besar bagi negara maju untuk 
memenangkan persaingan pasar. Disamping itu, pola perdagangan 
juga akan berubah pada konteks Borderless World,  atau paling 
tidak pada nuansa liberalisasi perdagangan dan ini investasi diman 
barriers atas perdagangan menjadi semakin tabu.  
Untuk itu, kebijaksanaan Pemerintah dengan disahkannya 
UU No.10/1995 tentang Kepabeanan yang telah berlaku secara 
efektif tanggal 1 april 1997, yang telah direvisi dengan UU No. 
17/2006 tentang perubahan Undang – Undang Kepabeanan, jelas 
merupakan langkah antisipatif yang menyentuh dimensi strategis, 
substantif, dan essensial di bidang perdagangan, serta diharapkan 
mampu menghadapi tantangan – tantangan di era perdagangan 
bebas yang sudah diambang pintu. 
                                                          
20  Data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim II Kota Malang Tanggal 06 Juni 
2017. 
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Pemberlakuan UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan juga 
telah memberikan konsekuensi logis bagi DJBC berupa 
kewenangan yang semakin besar sebagai institusi Pemerintah 
untuk dapat memainkan perannya sesuai dengan lingkup tugas dan 
fungsi yang diemban, dimana kewenangan yang semakin besar ini 
pada dasarnya adalah keinginan dari para pengguna jasa 
internasional ( termasuk dengan tidak berlakunya lagi pemeriksaan 
pre-pengapalan atau pre-shipment inspection oleh PT. Surveyor 
Indonesia, dan sepenuhnya dikembalikan kepada DJBC, yang nota 
bene bahwa kewenangan tersebut adalah kewenangan Custom 
yang unversal, serta merupakan konsekuensi logis atas 
keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi GATT Agreement 
maupun AFTA, APEC, dan lain – lain. 21 
Berbagai langkah persiapan telah dan terus dilakukan 
dengan tetap mempertimbangkan kerangka acuan yang diinginkan 
oleh ICC yang pada dasarnya mengajukan kriteria – kriteria yang 
sebaiknya dimiliki oleh Custom yang sifatnya modern. Dengan 
beralihnya fungsi dan misi dari Tax Collector menjadi Trade 
Facilitator, maka sebagai institusi global, DJBC masa kini dan 
masa depan harus mampu memberikan pelayanan kepada 
masyarakat umum yang bercirikan save time, save cost, sefety, dan 
simple. Semua ciri tersebut harus menjadi bagian yang integral dari 
                                                          
21 Ibid. 
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sistem dan prosedur kepabeanan, jika DJBC ingin berperan dalam 
upaya pembangunan ekonomi secara umum dalam era persaingan 
yang semakin tajam, era liberalisasi perdagangan dan investasi 
serta globalisasi dalam arti seluas-luasnya. 
Sejalan dengan itu, semakin beragamnya sentra – sentra 
pelayanan baik dari segi perlindungan terhadap Intellectual 
Property Rights, anti dumping, anti subsidi, self Assessment, maka 
secara ringkas DJBC diharapkan dapat do more with less ( berbuat 
lebih banyak dengan biaya lebih rendah ). DJBC juga dituntut 
untuk melakukan pelayanan yang time sensitive, predictable, 
available ( saat dibutuhkan ) dan adjustable. 
Totalitas pelayanan ini kerangka dasarnya bersumber pada 
fenomena speed dan flexibility sebagai formula penting. Hal yang 
terpenting adalah bagaimana mengubah visi masa lalu yang amat 
dominan bahwa revenue collection dan law enforcement akan 
selalu mengakibatkan terhambatnya arus barang sehingga akan 
menimbulkan High Cost Economy yang pada konsekuensi 
selanjutnya mengakibatkan produk-produk dalam negeri tidak 
mampu bersaing di area perdagangan internasional. Selain itu, 
perlu juga diketahui bahwa bussiness operation akan semakin 
tergantung pada performance Customs diamanapun. Effiensi usaha 
mereka juga tergantung padamutu dan kecepatan pelayanan 
Customs. 
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Kegagalan Bea dan Cukai dalam menekan High Cost 
Economy tidak saja akan mengakibatkan kegagalan ekonomi 
Indonesia untuk menjerat opportunity, mengubah keuntungan 
komperatif, menjadi keuntungan komperatitif, tetapi juga secara 
substansial dapat mengakibatkan larinya para investor yang semula 
akan melakukan investasinya di Indonesia dengan segala implikasi 
ekonomis negatif lainnya. 
Keinginan dan tuntutan dari para pengguna jasa 
internasional tersebut adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi, 
dan sudah menjadi kewajiban moral bagi DJBC untuk melakukan 
berbagai perubahan yang cukup mendasar, baik dari segi 
penyempurnaan organisasi dan tatalaksana DJBC, simplifikasi dan 
sekaligus transparansi sistem dan prosedur Kepabeanan, serta 
pengembangan kualitas sumber daya manusia, sehingga 
diharapkan nantinya terdapat suatu keselarasan dengan jiwa dan 
kepentingan dari UU Kepabeanan itu sendiri. 
Sebagai produk hukum nasional yang berlandaskan 
Pancasila dan UUD 1945, maka bentuk UU Kepabeanan yang 
bersifat proaktif dan antisipatif ini sangatlah sederhana namun 
memiliki jangkauan yang lebih luas dalam mengantisipasi terhadap 
perkembangan perdagangan internasional. Hal – hal baru berupa 
kemudahan di bidang kepabeanan juga diatur, seperti penerapan 
sistem self Assessment, dan Post Entry Audit yang merupakan 
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back-up sistem self Assessment. Post audit yang tidak lain 
bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dari para pengguna 
jasa, ternyata juga mampu berperan ganda yaitu mengoptimalkan 
penerimaan negara dan meningkatkan kelancaran arus barang. 
Disamping itu, untuk memberikan alternatif kepada para 
pengguna jasa dalam penyerahan pemeberitahuan pabean, 
diterapkan pula EDI-system atau yang lebih dikenal dengan 
Electronic Data Interchange. Adanya kemudahan – kemudahan di 
bidang kepabeanan ini juga telah menunjukan kesungguhan DJBC 
untuk benar – benar serius dalam melakukan reposisiperan dan 
fungsinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya 
kepada para pengguna jasa kepabeanan .22 
b. Peran dan Fungsi Bea Cukai dan Larangan Pembatasan Dalam 
Impor. 
Dalam penelitian yang telah saya lakukan pihak Bea dan Cukai 
mempunyai 4 peran, yaitu: 
1. Revenue Collector adalah Mengoptimalkan penerimaan negara 
melalui penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, PDRI, dan Cukai. 
DJBC sebagai aparatur pemungut penerimaan negara dalam 
rangka: Mengoptimalkan penerimaan negara melalui 
penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, Pungutan Dalam Rangka 
                                                          
22 Ibid.  
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Impor (PDRI) dan Cukai; Mencegah kemungkinan terjadinya 
kebocoran penerimaan negara. 
2. Community Protector adalah Melindungi masyarakat dari 
masuknya barang-barang yang dilarang atau dibatasi yang 
dapat mengganggu kesehatan dan keamanan serta moralitas. 
DJBC sebagai aparatur pengawasan lalu lintas barang dalam 
rangka melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya-
upaya: 
1. Operasi pengawasan penyelundupan barang impor;Operasi 
pengawasan kegiatan ekspor; 
2. Pemberantasan pemalsuan pita cukai, pemakaiana pita 
cukai palsu, dan hasil tembakau tidak dilekati pita cukai; 
3. Pemberantasan peredaran MMEA impor ilegal dan 
pengeluaran MMEA lokal yg tidak sesuai prosedur; 
4. Pengawasan dibidang narkotika, psikotropika dan prekursor 
( NPP ). 
3. Trade Facilitator adalah Memberi fasilitas perdagangan 
sehingga menekan ekonomi biaya tinggi untuk menciptakan 
iklim perdagangan yang kondusif. Pesatnya perdagangan 
internasional menuntut sistem dan prosedur kepabeanan yang 
efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus 
barang, oleh DJBC diimplementasikan dalam bentuk : 
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1. Memberikan fasilitas jalur prioritas dan MITA ( mitra 
utama ) kepada importir  yang memiliki reputasi baik. 
2. Pengembangan Sistem otomasi kepabeanan, yang dilakukan 
dalam bentuk. 
3. Pengembangan aplikasi ekspor  impor ,yaitu aplikasi sistem 
komputer pelayanan (SKP) impor BC 2.3 PDE dan aplikasi 
SKP impor BC 2.0 di KPPBC. 
4. Penerapan aplikasi SKP kepabeanan yang terintegrasi 
dengan portal INSW. 
5. Pengembangan sistem otomasi cukai, yang memungkinkan 
komunikasi data dengan KP-DJBC secara real time di 18 
KPPBC dan 4 kantor wilayah   ( Jatim 1, Jatim 2, Jabar, 
Jateng dan DIY ). 
4. Industrial Asisstent adalah Memberi dukungan kepada industri 
dalam negeri sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam 
pasar internasional. DJBC harus selalu dapat menyesuaikan dari 
atau beradaptasi dengan perubahan dunia bisnis serta kebijakan 
internasional yang semakin canggih. Peran sebagai industrial 
assistance kepada industri dalam negeri dilakukan dalam 
bentuk: 
1. Pemberian Fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea 
masuk. 
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2. Pemberian fasilitas KITE (kemudahan impor tujuan 
ekspor).  
3. Pemberian Fasilitas TPB ( tempat penimbunan berikat).  
Dalam permasalahan yang saya ambil disini lebih menitik 
fokuskan pada tugas Bea dan Cukai yang kedua yaitu Community 
Protector dimana hal ini lebih di fokuskan untuk melindungi 
keluar masuknya barang ilegal ke dalam maupun keluar Indonesia. 
Pembahasan ini lebih menyorot tentang impor dan larangan 
pembatasan, maka aturan hukum yang digunakan adalah pasal 53 
ayat 1 sampai 3 UU Kepabeanan. Dari dasar itu bahwa Bea Cukai 
dalam pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 UU Kepabeanan ketika instansi 
pemerintah itu memberikan suatu larangan dan pembatasan harus 
diserahkan kementeri keuangan kemudian diserahkan kepada Bea 
Cukai untuk pelaksanaan tugasnya. Intinya bahwa hal ini tidak 
berlaku lex specialis dan lex generalis, karena apabila semua 
departemen mengaku khusus akan terjadi keramaian di area 
pelabuan maka begitulah keputusan Bea Cukai.23 
Secara garis besar Bea Cukai diberi wewenang, yang 
sebenarnya mengeluarkan peraturan ini adalah kementrian 
perdagangan. Kewenangan Bea Cukai di atur dalam pasal 74 uu 17 
/ 2006 tentang Kepabeanan yang berisi: 
                                                          
23  Data Pelaksanaan Tugas Keimigrasian Bea Cukai yang di dapat dari Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Bea Cukai Jatim II Kota Malang tanggal 06 Juni 2017. 
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“Dalam melaksanakan tugas berdasarkan uu dan peraturan 
perundang-undangan yang pelaksanaanya dititipkan kepada DJBC, 
pejabat bc untuk mengamankan hak-hak negara berwenang 
mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang“. 
Dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa dalam 
ayat ini secara tegas ditetapkan bahwa pejabat bea cukai untuk 
menyelesaikan pekerjaan yang termasuk wewenangnya dalam 
rangka mengamankan hak-hak negara, dapat menggunakan segala 
upaya terhadap orang atau barang, termasuk didalamnya binatang 
untuk dipenuhinya ketentuan dalam undang-undang ini.24 
c. Visi dan Misi Bea Cukai 
1. Visi 
Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia. 
Visi DJBC mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan 
lebih baik melalui penetapan target yang menantang dan secara 
terus-menerus terpelihara di masa depan. 
2. Misi 
a. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri; 
b. Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat 
Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal; dan 
c. Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan 
dan cukai. 
                                                          
24 Opcit. Data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim II Kota Malang Tanggal 
06 Juni 2017 
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Misi ini merupakan langkah spesifik yang harus dikerjakan 
DJBC demi tercapainya visi DJBC. Peran serta secara 
keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan dan 
penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.25 
d. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Bea Cukai Jatim II. 
                                                          
25
 Ibid.  
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Gambar 3.1 
Struktur Organisasi Kanwil DJBC Jatim II 
 
Sumber data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim II Kota Malang 
Tanggal 06 Juni 2017. 
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2. Gambaran Umum Penjualan Pakaian Bekas di Malang 
Peminat impor pakaian bekas di Malang terus berkembang, 
mulai dari remaja, orangtua, laki-laki, maupun perempuan. Disamping 
harga yang cukup miring, masyarakat juga berfikiran bahwa pakaian 
bekas tersebut datang dari luar negeri yang menurut mereka pakain 
tersebut cukup bermerk dan awet atau tahan lama dalam 
pemakaiannya. Oleh karena itu, khususnya di Kota Malang ini penulis 
menentukan lokasi penelitian penjual pakaian bekas dengan cara 
mengambil populasi seluruh penjual pakaian bekas dan sampling 
mengambil satu penjual pakaian bekas di Kota Malang dengan 
gambaran hasilnya sebagai berikut: 
a. Di daerah blimbing tepatnya beralamat di Jalan Tenaga Kecamatan 
Blimbing Kota Malang, memulai penjualannya sejak tahun 1991 
sampai dengan sekarang. Pemilik dari toko ini bernama Bapak 
Sunarlik, namun Bapak Sunarlik ini bukan penjual yang secara 
langsung ikut serta dalam kegiatan impor barang tapi beliau hanya 
mengambil barang tersebut dari daerah Surabaya, Bali dan Kediri. 
b. Didekat Perumahan Joyogrand lebih tepatnya beralamat di Jalan 
Joyo Suryo No. 02 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, memulai 
penjualannya sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang. Pemilik 
toko ini bernama Bapak Farid yang salah satunya orang yang 
langsuing ikut serta melakukan kegiatan memasukkan pakaian 
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bekas, dan juga salah satu suplayer kepada pelaku bisnis pakaian 
bekas di Kota Malang. 
Dari Ketiga lokasi penelitian yang telah ditentukan, penulis 
mengambil salah satu di antara ketiga lokasi tersebut yaitu pelaku 
bisnis pakaian bekas atas nama Bapak Sunarlik selaku pemilik toko 
yang berlamat di Jalan Tenaga Kecamatan Blimbing Kota Malang. 
B. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas 
menurut Permendag No. 51/M-Dag/Per/7/2015. 
 
Didalam ketentuan pasal 2 Permendag No.51/M-Dag/Per/7/2015 
Menyebutkan bahwa “ Pakaian Bekas dilarang untuk impor ke wilayah 
NKRI pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib 
dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan “. 
Pasal tersebut secara jelas telah menerangkan ayat di larang untuk impor, 
namun masih ada masyarakat yang mengimpor pakaian bekas tersebut ke 
wilayah NKRI. Kejadian ini membuat para pejabat DJBC bertindak lagi 
dalam permasalahan impor pakaian bekas. Para pejabat DJBC telah 
melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin dengan cara melakukan 
tugasnya sesuai dengan peran dan kewenangannya sebagai Direktorat 
Jenderal Bea Cukai. Namun masih banyak yang dapat meloloskan diri 
dalam hal impor pakaian bekas ini, dengan adanya banyak massa dalam 
pengimportan dan melakukan serangan terhadap para pejabat DJBC itu 
menyebabkan para Pejabat sulit dalam melaksanakan tugasnya tersebut. 
Hal ini juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor penghambat dalam 
melaksanakan tugasnya.  
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Daerah Kepabeanan terdapat banyak barang yang dilarang ataupun 
dibatasi termasuk barang pakaian bekas yang diimpor dan masuk ke 
dalam wilayah NKRI.  
1. Beberapa kategori LARTAS ( Larangan Pembatasan ) yaitu sebagai 
berikut:  
Table 3.1 
Kategori Larangan Pembatasan 
 
1. Alat dan 
Perangkat 
Telekomunikasi 
Gombal Obat 
2. Alat Kesehatan Gula Obat hewan 
3. Bahan Berbahaya 
(B2) 
Hewan Obat Ikan 
4. Bahan Berbahaya 
dan Beracun (B3) 
Hortikultura Obat 
Tradisional 
5. Bahan Obat Ikan Pangan 
6. Bahan Obat 
Tradisional 
Intan Kasar PCMX 
Bahan Pangan Jagung Pelumas 
Bahan Peledak Kaca Lembaran Perkakas tangan 
Bahan Radioaktif Kedelai Pestisida 
Bahan Suplemen 
Kesehatan 
Keramik PKRT 
(Perbekalan 
Kesehatan 
Rumah Tangga) 
Bahan Tambahan 
Pangan 
Komoditi CITES Plastik 
Ban Bertekanan Komoditi wajib label 
berbahasa Indonesia 
Prekursor 
Barang Modal 
Bukan Baru 
Komoditi wajib SNI Preparat bau-
bauan 
mengandung 
alkohol 
Bahan Baku 
Kosmetik 
Kosmetik Produk Babi 
Bahan Baku Obat Limbah B3 Psikotropika 
BBM Limbah Non-B3 Sakarin 
Beras Limbah Plastik Senjata api 
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Besi Baja Mainan Anak-anak Sepatu dan alas 
kaki 
Bhn Baku OT Mesin Multifungsi 
Berwarna 
Suplemen 
Makanan 
BPO (Bahan 
Perusak Ozon) 
Mesin yang 
menggunakan BPO 
Tekstil dan 
Produk Tekstil 
Cakram Optik MMEA (Minuman 
Mengandung Etil 
Alkohol) 
Tumbuhan 
Cengkeh Narkotika Uang Tunai 
Elektronik Nitro Cellulose Udang 
Etilena NPIK Vaksin 
 Sumber data dari web bea dan cukai.26 
Larangan Pembatasan dimaksud diatur secara khusus dalam Bab X 
pasal 53 UU Kepabeanan. Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa 
semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat 
untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan 
pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir bisa 
dibatalkan ekspornya, atau diekspor kembali (re-ekspor), atau 
dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai. Kecuali 
terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Barang yang dilarang atau dibatasi 
untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau 
diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang 
dikuasai negara, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
                                                          
26 Admin, tentang lartas, ketegori dan perijinannya, http://bctemas.beacukai.go.id/faq, diakses 
pada tanggal 15 Juni 2017, jam 18.15 
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Impor harus melalui pelabuhan yang resmi secara normalnya, 
namun terkadang penyelundupan juga bisa terjadi di area pelabuan 
resmi dengan memanipulasi dokumen yang ada. Secara Internasional 
itu ada yang namanya CIQ, yaitu: 
1. Customs ( Kepabeanan ) terkait dengan barang apapun. 
2. Imigration ( Imigrasi ) terkait dengan perpindahan orang. 
3. Quarantine ( Karantina ) terkait dengan masalah kesehatan baik 
dalam hewan, tumbuhan. 
Selain dengan adanya security CIQ juga berpengaruh besar di area 
pelabuan, dan hal ini tidak hanya berlaku di laut, namun juga berlaku 
di udara maupun darat, dan di masing – masing negara juga 
mempunyai kebijakan yang berbeda. Di Australia pembagian CIQ 
berbeda dengan di Indonesia, disana Customs dan Imigration dijadikan 
1 yang namanya ACBP ( Australian Custom and Border Protection ) 
dan Quarantine itu tersendiri. Di Indonesia sendiri terbagi menjadi 
CIQ tersebut yang berlaku internasional.27 
 Dalam hal ini Customs tidak bekerja sendiri namun dapat pula 
bekerja sama dengan Imigration atau Quarantine. Jika bekerja sama 
dengan Imigration itu terkait dengan orang nigeria dan segala macam 
narkotika, namun jika dengan Quarantine terkait dengan bahan 
makanan yang masuk atau segala jenis makanan, tanaman, hewan atas 
layak atau tidaknya masuk ke dalam wilayah NKRI. Dengan begitu 
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 Hasil wawancara dengan bapak Agustyan Umardani selaku kasi intelijen di Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Bea Cukai yang pernah bertugas di selat malaka sebagai pengawas lartas. 
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pihak Bea Cukai dapat meminta data – data tersebut dari pihak 
Imigration dan Quarantine. Dapat dikeluarkannya barang apabila dapat 
rekomendasi, sama halnya seperti impor pakaian bekas dan hanya bisa 
digunakan untuk hibah atau sumbangan. Jadi pakaian bekas dari luar 
negeri yang masuk ke dalam wilayah NKRI hanya bisa di gunakan 
untuk hibah atau sumbangan terhadap bencana alam sepanjang 
mendaptakan izin dari pihak menteri perdagangan dan mendapatkan 
surat rekomendasi dari kementerian sosial. Pada intinya barang 
tersebut boleh masuk dalam wilayah NKRI namun tidak untuk 
diperdagangkan lagi tapi untuk di berikan kepada korban bencana alam 
dan hanya bisa di hibahkan.28 
 Segala macam tentang Impor dan Ekspor itu menjadi urusan Bea 
Cukai. Dan aturan yang digunakan adalah UU Kepabeanan Pasal 17 
tentang Ekspor Impor. Jika hal ini dikaitkan dengan larangan 
pembatasan Bea Cukai itu mempunyai titipan dari salah satu 
derpatemen atau direktorat yang diberi tugas untuk mengawasi barang 
– barang ilegal di impor maupun ekspor. Pakaian bekas ini memang 
telah dilarang untuk impor bukan dibatasi. Ada beberapa aspek kenapa 
pakaian bekas dilarang masuk kedalam wilayah NKRI, yaitu: 
1. Menyangkut masalah kesehatan. 
2. Menyangkut masalah harga diri. 
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3. Menyangkut masalah perekonomian atau menganggu industri 
dalam negeri. 
Aspek – aspek tersebut yang paling utama dalam larangan impor 
pakaian bekas sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 
51/M-Dag/Per/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.  
 Pakaian bekas dapat masuk ke wilayah NKRI karena adanya 
banyak pintu masuk yang bermacam-macam yaitu melewati jalur laut, 
udara dan darat. Ada perbatasan darat di wilayah Timor Timur, di 
Pontianak, di Merauke dan di Nunukan. Dalam hal ini karena 
Indonesia adalah Negara Kepulauan yang mempunyai 2/3 lautan dan 
1/3 daratan, jadi penyelundupan dapat datang dari arah mana saja. 
Pakaian bekas itu memang produk – produk murah. 29 
Dalam hal ini Pengawasan Impor Pakaian Bekas sangatlah sulit. 
Banyak hal yang menjadi konflik dalam pengawasan ini seperti halnya 
sebuah dokumen yang tertulis tidak sesuai dengan barang yang datang, 
jadi importir mengisi dokumen tersebut dengan barang lain. Dokumen 
yang dimaksut dalam kepabeanan adalah dokumen PIB yaitu dokumen 
Pemberitauan Impor Barang. Dalam kasus ini dokumen PIB yang 
seharusnya di isi dengan Impor Pakaian Bekas, telah diganti dengan 
barang lain karena Pakaian Bekas telah dilarang masuk ke wilayah 
NKRI. Oleh sebab itu, terjadilah penyelundupan dengan cara 
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memanipulasi dokumen PIB tersebut. Pengawasan yang dilakukan 
oleh Bea Cukai adalah dapat melalui 3 jalur, yaitu: 
a. Jalur Merah prosesnya barang diperiksa secara fisik dan 
dokumen juga diperiksa. 
b. Jalur Hijau prosesnya barang tidak diperiksa dan barang 
langsung bisa keluar kemudian dokumennya diperiksa. 
c. Jalur Kuning/Prioritas prosesnya setelah dokumen selesai 
diperiksa barulah barang dapat keluar. 
Pada saat penelitian dokumen dan sudah diperiksa dan barang keluar 
maka akan mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang ( 
SPPB ). Bea Cukai menganut yang namanya Managemen resiko 
tidak semua barang diperiksa oleh pihak customs, tetapi apabila 
barang keluar tanpa sepengetahuan Bea Cukai maka tetap Bea Cukai 
yang mendapatkan imbasnya. Namun, apabila semua barang 
diperiksa maka akan terjadi kongesti atau barang tidak dapat 
bergerak. Yang dimaksut barang tidak bergerak adalah terjadi 
antrian panjang yang mana barang – barang tersebut akan diperiksa 
yang memungkinkan terjadi kemacetan barang. Mayoritas para 
impotir pakaian bekas ini menggunakan jalur hijau, karena 
prosesnya cepat dan barang tidak diperiksa lalu importir dapat 
memanipulasi dokumen tersebut. Dan jika para importir pakaian 
bekas tersebut menggunakan jalur merah, maka importir tersebut kan 
diketahui telah mengimpor barang yang dilarang masuk ke dalam 
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NKRI. Jalur Kuning atau Jalur Prioritas itu dapat di akses lewat 
internet atau melalui sistem elektronik yang ter-integritasi secara 
nasional, yang dapat diakses melalui jaringan internet ( public-
network ), yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan 
dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan dokumen lain 
yang terkait ekspor-impor, yang menjamin keamanan data dan 
informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem 
kepabeanan, perizinan, kepelabuhan/kebandarudaraan, dan sistem 
lain yang terkait dengan proses pelayanan dan pengawasan kegiatan 
ekspot-impor. Dalam proses pembayaran pun juga melalui bank 
secara transfer.30 
2. Gambaran Penyelundupan Pakaian Bekas melalui jalur Laut 
   Jarak antara Malaysia, Singapore dengan wilayah Indonesia itu 
sangat dekat terutama dengan pulau Sumatra dan Pulau Batam. 
Perjalanan dapat ditempuh hanya dalam 30 menit dengan 
mengendarai perahu speed. Pakaian bekas paling banyak bermuara 
di wilayah Singapore yang kemudian dapat di transfer ke daerah – 
daerah di wilayah Indonesia. Karena di wilayah selat Malaka 
tersebut pusatnya kapal – kapal Internasional dalam pengangkutan 
barang – barang yang masuk ke wilayah NKRI. Dan wilayah 
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Singapore menjadi penghubung barang – barang yang masuk dari 
wilayah luar Negeri ke dalam wilayah Indonesia. 31 
Gambar 3.2 
Peta Rawan  
 
 
Sumber data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai 
Jatim II Kota Malang Tanggal 06 Juni 2017. 
   
Penjelasan gambar diatas bahwa banyak jalur yang diambil oleh 
importir tidak resmi, salah satunya di selat Malaka. Banyak kapal-
kapal selain mengimpor Ballpress yang masuk ke dalam wilayah 
NKRI secara ilegal, namun data diatas menyebutkan bahwa 
Ballpress juga banyak di impor dari berbagai wilayah dengan 
menggunakan kapal yang tidak resmi. 
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Gambar 3.3 
Hasil Foto saat Perampasan Ballpress ( Pakaian Bekas ) 
Sumber data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai 
Jatim II Kota Malang Tanggal 14 july 2017. 
Penjelasan gambar diatas adalah kapal yang memuat banyak 
karung Ballpress yang telah diamankan oleh pihak DJBC. 
3. Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas sesuai dengan Peran
Bea Cukai.
   Peran Bea Cukai untuk menghindari atau untuk menghilangkan 
penyelundupan atau meminimalisirnya. Hal yang dilakukan oleh 
pihak Bea Cukai dalam pengawasan ini adalah: 
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a. Melakukan Patroli dikawasan wilayah Indonesia melalui 
jalur Darat, Laut dan Udara. Dalam hal ini dibuatlah yang 
namanya peta rawan khususnya untuk barang masuk seperti 
impor bawang, ada impor rotan, impor minyak dan juga 
impor pakaian bekas. Dengan peta tersebut dapat 
memudahkan pihak Bea Cukai dalam pengawasan Impor 
Pakaian Bekas. 
b. Melakukan Siaga 1 pada malam hari di wilayah laut, karena 
penyelundupan sering kali dilakukan pada malam hari. 
Namun pada saat pihak Bea Cukai akan menangkap para 
pelayar yang masuk NKRI dengan membawa beberapa ball 
yang isinya pakaian bekas dari kalangan luar negeri, 
terjadilah sebuah perlawanan yang dilakukan oleh para 
pelayar. Dengan melempari beberapa bom maloto ke kapal 
yang di tumpangi oleh Bea Cukai.  
c. Pengawasan yang dilakukan Bea Cukai harus ada koordinasi 
dalam melakukan pemberantasan pakaian bekas dari pihak – 
pihak yang bersangkutan seperti Dinas Perdagangan, Pemda, 
dalam menangani kasus-kasus impor pakaian bekas. 
Setidaknya ikut berperan dalam perizinannya , dalam setiap 
daerah seharusnya ada yang menindaklanjuti kegiatan bisnis 
penjualan pakaian bekas impor. Namun dari pemdanya 
sendiri masih belum ada aturan yang mengawasi di setiap 
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daerah semua mash bermula dari tugas Bea Cukai itu sendiri. 
32 
Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Bea Cukai saja, 
melainkan dari instansi yang menitipkan peraturan tersebut 
kepada Bea Cukai. Seperti larangan impor pakaian bekas ini 
aturan dari menteri perdagangan yang kemudian ditindaklanjuti 
oleh dinas perdagangan yang berada di setiap daerah itu sendiri. 
Tidak ada atau belum adanya perintah dari pemerintah tentang 
pengawasan ini, karena adanya instansi vertikal seperti 
kementrian perdagangan yang kaitannya dengan ekspor-impor. 
Pihak Bea Cukai sudah berusaha semaximal mungkin untuk 
memberantas impor pakaian bekas, namun masih banyak pula 
kendala yang menjadi faktor penghambat dalam hal ini. 
Pengawasan yang dilakukan memang harus ada kerjasama antar 
instansi yang ada. 
Berikut ada beberapa data barang yang dilarang impornya 
atau di impor secara tidak resmi masuk ke dalam wilayah NKRI, 
yaitu: 
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 Data tentang Lartas dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim II Kota Malang 
Tanggal 06 Juni 2017. 
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Gambar 3.4 
Data Rekapitulasi Penindakan Di Lingkungan Kanwil 
DJBCTahun 2015 
 
Sumber data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai 
Jatim II Kota Malang Tanggal 14 july 2017. 
 
Penjelasan gambar diatas adalah barang-barang yang masuk 
secara ilegal ke dalam wilayah NKRI. Salah satunya dari impor 
ilegal yaitu Ballpress ( Pakaian Bekas ) yang telah ditangkap atau 
telah dirampas hasil impornya oleh DJBC. Dari hasil gambar diatas 
menyebutkan ada 85 kasus dalam periode tahun 2015 yang telah 
ditangani oleh pihak DJBC, tercantum juga potensi kerugian 
negara apabila barang tersebut lolos dan masuk ke dalam wilayah 
NKRI. 
 
68 
 
Gambar 3.5 
Data Rekapitulasi Penindakan Di Lingkungan Kanwil 
DJBC Tahun 2016 
 
Sumber data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai 
Jatim II Kota Malang Tanggal 14 July 2017. 
 
Sedangkan pada tahun 2016 Ballpres yang masuk kedalam 
wilayah NKRI hanya 1 saja tertangkap, karena pada Tahun 2015 
permendag No.51/M-Dag/Per/7/2015 sudah di keluarkan. 
C. Tindakan terhadap importir ilegal dengan adanya Larangan Impor 
Pakaian. 
 
Dalam pelaksanaan peran Bea Cukai pelaku bisnis ini atau importir yang 
masuk kedalam NKRI dengan membawa barang yang jelas telah di Larang 
akan mendapat tindakan tersendiri dari Pabean. 
1. Tindakan Pabean terhadap pelaku bisnis impor pakaian bekas, menurut 
UU Kepabeanan No. 10 tahun 1995 antara lain: 
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a. Melakukan patroli di wilayah Darat, Laut dan Udara. 
b. Penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut . 
c. Melakukan pemeriksaan terhadap Barang, Bangunan atau tempat 
lain, surat/dokumen yang berkaitan dengan barang, dan orang. 
d. Melakukan penegahan terhadap barang dan sarana pengangkut. 
e. Penguncian / Penyegelan terhadap barang dan sarana pengankut. 
f.    Barang tersebut dapat di lelang atau di hibahkan, namun peluang 
ini jarang digunakan karena harus ada keputusan dari menteri 
perdagangan. 
g. Dimusnahkannya barang tersebut dengan cara pakaian bekas 
tersebut dibakar.33 
Analisis beberapa pasal dalam Undang – Undang No. 17 Tahun 
2006 tentang Kepabeanan 
 Dalam pasal 74 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa secara tegas 
ditetapkan bahwa pejabat bea cukai untuk menyelesaikan pekerjaan 
yang termasuk wewenangnya dalam rangka mengamankan hak-hak 
negara, dapat menggunakan segala upaya terhadap orang atau 
barang, termasuk didalamnya binatang untuk dipenuhinya ketentuan 
dalam undang-undang ini.  
 Dalam pasal 75 ayat 1 dan 2 ini menjelaskan bahwa pengawasan 
yang dilakukan oleh Pejabat Bea Cukai adalah melakukan 
pemeriksaan terhadap kapal yang masuk dalam wilayah NKRI yang 
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secara tidak resmi dengan menggunakan kapal yang telah disediakan 
dan dilengkapi sejata api. Pelaksanaan yang sesuai dengan pasal ini 
telah dilaksankan oleh pihak DJBC tersebut. 
 Selanjutnya pasal 76 ini berisikan tentang tugas yang dilaksanakan 
oleh pejabat Bea Cukai dapat meminta bantuan kepada para 
angkatan laut, polisi laut dan instansi yang terkait agar dapat 
memudahkan dalam melaksanakannya. 
 Dalam pasal 79 menjelaskan tentang pengawasan dan penyegelan 
yang dilakukan oleh pejabat Bea Cukai dan ditempatkan pada 
gudang yang telah disediakan disetiap daerah yang ada. Yang 
kemudian hasil penyegelan pakaian bekas tersebut dimusnakan 
dengan cara dihancurkan. 
2. Tindakan Bea Cukai terhadap pelaku bisnis impor pakaian bekas 
menurut UU Kepabeanan No. 17 tahun 2006 atas perubahan UU No. 
10 tahun 1995 Kepabeanan, yaitu: 
a. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) diubah sehingga Pasal 75 berbunyi 
sebagai berikut:  
Isi dalam pasal 75 ayat 1 ini adalah hasil perubahan dai 
UUK sebelumnya yang berisikan lebih jelasnya untuk 
melaksanakan pengawasan terhadap saran pengangkut dilaut 
dengan menggunakan kapal yang telah tersedia. Dan dilengkapi 
dengan sejata api sebagai perlindungan dan untuk mengancam 
para impotir ilegal yang masuk ke dalam wilayah NKRI. 
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b. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai 
berikut:  
Dalam ayat 1 pasal 76 ini menyebutkan tentang tugas yang 
dilaksanakan oleh Bea Cukai supaya mendapatkan bantuan dari 
TNI dan aparat kepolisian agar mempermudah untuk menangkap 
para importir ilegal tersebut. Dan dalam UUK sebelumnya hanya 
tertera dapat meminta bantuan para aparat bersenjata dan tidak 
disebutkan siapa sajakah aparat tersebut. 
c. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Dalam pasal 78 ini adalah Pejabat bea cukai berwenang untuk 
mengunci, menyegel, dan melekatkan tanda pengaman yang 
diperlukan terhadap barang impor yang belum diselesaikan 
kewajiban pabeannya dan barang ekspor atau barang lain yang 
harus diawasi menurut Undang-Undang ini yang berada di 
sarana pengangkut, tempat penimbunan atau tempat lain. 
3. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku bisnis impor pakaian bekas 
menurut aturan Kepabeanan dalam Undang – Undang Kepabeanan 
No. 17 tahun 2006 atas perubahan UU No. 10 tahun 1995 
Kepabeanan, yaitu: 
Apabila melanggar beberapa ketentuan dalam Pasal 102 yang berisi 
bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan berikut: 
a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2); 
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b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat 
lain tanpa izin kepala kantor pabean; 
c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam 
pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A 
ayat (3); 
d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam 
pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang 
ditentukan dan/atau diizinkan; 
e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum; 
f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban 
pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan 
berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa 
persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak 
terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini; 
g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara 
atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor 
pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut 
di luar kemampuannya; atau 
h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang 
impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, 
 Maka sanksi yang berikan oleh pihak Bea Cukai terhadap pebisnis 
atau para impotir ilegal adalah dapat dipidana karena melakukan 
penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling 
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singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah). Dan barang yang masuk dan dibawa ke dalam wilayah 
NKRI ini disita dengan segala fasilitas yang telah digunakan oleh 
importir. Dan barang tersebut dijadikan satu dalam gudang yang 
telah disediakan oleh negara. Selain itu para pelaku juga mendapat 
hukuman atas perbuatannya dalam melakukan penyelundupan 
pakain bekas ini. Hukuman tersebut adalah sesuai dengan pasal 102 
UU Kepabeanan No. 17 Tahun 2006. 
D. Faktor Penghambat dan Pendukung Bea Cukai dalam melakukan 
Pengawasan dan Tindakan terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas.  
 
Seperti diketahui bahwa perkembangan perdagangan internasional, baik 
yang menyangkut kegiatan di bidang impor maupun ekspor akhir – akhir 
ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan di bidang 
tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur 
kepabeanan yang lebih efektif dan efesien serta mampu meningkatkan 
kelancaran arus barang dan dokumen. Dengan kata lain masalah birokrasi 
di bidang kepabeanan yang berbelit – belit merupakan permasalahan yang 
nantinya akan semakin tidak populer. Adanya kondisi tersebut, tentunya 
tidak terlepas dari pentingnya untuk pemerintah untuk terus melakukan 
berbagai kebijaksanaan di bidang ekonomi terutama dalam meningkatkan 
pertumbuhan perekonomian nasional. Apalagi dengan adanya berbagai 
prakarsa bilateral, regional, dan multilateral di bidang perdagangan yang 
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semakin diwarnai oleh arus liberalisasi dan globalisasi perdagangan dan 
investasi, sudah barang tertentu permasalahan yang timbul dibidang 
perdagangan akan semakin kompleks pula.34 
Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi 
penegakan hukum, salah satunya yang menjadi faktor pendukung adalah 
faktor hukumnya sendiri ( Undang – Undang ), faktor penegak hukum dan 
faktor sarana prasarana, sedangkan faktor penghambat dalam melakukan 
pengawasan terhadap larangan impor pakaian bekas adalah faktor penegak 
hukum dari segi kuantitas, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, 
dan faktor kebudayaan. Faktor tersebut yang menjadi kendala bagi para 
intelijen dalam melakukan tugasnya. Dibawah ini ada beberapa faktor 
penghambat dan pendukung Bea Cukai dalam melaksanakan pengawasan, 
yaitu:  
1. Faktor Penghambat dalam melakukan pengawasan terhadap larangan 
impor pakaian bekas antara lain: 
a. Faktor Penegak Hukum dari segi kuantitas 
Pihak Bea Cukai tidak mempunyai banyak SDM didalam 
wilayah NKRI. Pegawainya pun hanya ada 13.000 diseluruh 
Indonesia, kurang pegawai inilah yang menjadi faktor penghambat 
untuk menjalankan tugas, sedangkan wilayah NKRI sendiri luas 
dan juga mempunyai banyak kawasan – kawasan yang harus di 
patrol dalam lintas darat, udara, maupun laut. Dan massa yang 
                                                          
34 Admin, sejarah bea dan cukai, http://www.beacukai.go.id/arsip/abt.htm , diakses pada tanggal 
15 Juni 2017, jam 18.00 
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dihadapi oleh pejabat DJBC pun banyak sehingga saat berpatroli 
yang bertugas untuk menangkap pengimpor barang ilegal tersebut 
tidak dapat terpenuhi, karena adanya massa yang banyak dan yang 
bertugas tidak dapat mengatasi karena kekurangan petugas. 
b. Faktor Sarana Prasarana 
Keterbatasan sarana ini juga menjadi penghambat untuk 
melakukan patroli dan pengawasan di kawasan NKRI. Kapal patrol 
milik Indonesia sendiri masih kiranya ada 40 kapal, dan untuk 
melakukan pengawasan terhadap wilayah NKRI yang sebagian 
negaranya di keliling oleh lautan tidak mencukupi. Maka dari itu 
pihak Bea Cukai sendiri kesulitan untuk melakukan patrol dan 
pengawasan lainnya karena keterbatasan kapal. Dan dibatasinya 
oleh Negara terkait dengan Anggaran untuk melakukan tugas dan 
pengawasan dalam impor pakaian bekas ini. Minimnya anggaran 
tersebut membuat pihak Bea Cukai juga Kalang Kabut, setiap 
kapal atau sarana yang ada membutuhkan bahan bakar untuk 
menjalankan sarana prasana yang ada. Minimnya anggaran 
menjadi tidak tertatanya pengawasan atau patrol yang dilakukan 
oleh pihak Bea Cukai itu sendiri. 
c. Faktor  Masyarakat 
Banyaknya sebagian dari masyarakat Indonesia sendiri yang 
mengimpor Ballpress ( Pakaian Bekas ) tersebut dengan 
mengundang banyak massa untuk dijadikan senjata dalam melawan 
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para pihak DJBC. Massa tersebut tidak hanya banyak tapi juga 
membawa senjata yang berbahaya bagi para pejabat yang sedang 
melakukan tugas. Senjata tersebut tidak lain adalah parang, api atau 
obor yang dapat mendapat membakar kapal dan senjata yang 
lainnya. Ini juga menjadi faktor penghambat bagi pejabat DJBC 
dalam melaksanakan tugasnya.  
d. Faktor Kebudayaan 
Kebiasaan masyarakat indonesia yang sangat 
menganggumkan barang impor lebih istemewa dan beranggapan 
bahwa barang – barang tersebut begitu mewah apabila dipakai. 
Oleh sebab itu budaya masyarakat inilah yang sulit untuk 
dihilangkan dan menyebabkan memakai pakaian bekas impor yang 
harganya lebih terjangkau dikalangan masyarakat kecil.35 
2. Faktor Pendukung dalam melakukan pengawasan terhadap larangan 
impor pakaian bekas antara lain: 
a. Faktor Penegak Hukum dari segi Kualitas  
Dari 13.000 pegawai Bea Cukai di wilayah NKRI yang memang 
sebenarnya tidak mencukupi apabila dalam mengawas, namun 
kinerja yang dilakukan oleh pegawai Bea Cukai sendiri sangatlah 
berkwalitas. Dari segi dalam negeri maupun luar negeri SDM yang 
berkwalitas ini sangat bermanfaat untuk keamanan wilayah NKRI 
                                                          
35 Opcit. Hasil wawancara dengan bapak Agustyan Umardani selaku kasi intelijen di Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai yang pernah bertugas di selat malaka sebagai pengawas 
lartas. 
77 
 
dari barang-barang yang masuk secara ilegal dan mempunyai 
kinerja yang membuat para pelaku bisnis tersebut tertangkap 
b. Faktor sarana prasarana 
Meskipun sarana prasana yang telah disediakan negara 
tidak begitu banyak, namun hal ini cukup membantu untuk 
melakukan tugas dan melakukan pengawasan terhadap larangan 
impor pakaian bekas. Dan dalam melakukan pengawasan pihak 
Bea Cukai juga diberikan fasilitas dengan menggunakan senjata api 
untuk melindungi atau setidaknya mengancam pihak pelaku bisnis 
impor pakaian bekas ini apabila melakukan perlawanan yang 
membuat kegaduhan dalam penangkapan kapal.36 
 
                                                          
36
 Ibid.  
